
Surat Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon 
Kepala Daerah
No. SK :

Persyaratan

1. 1. Surat permohonan;

2. 2. fotokopi bukti pengiriman/tanda terima penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP untuk 5 (lima) tahun 

pajak terakhir atau sejak bakal calon kepala daerah terdaftar sebagai Wajib Pajak dalam hal Wajib 

Pajak terdaftar belum sampai 5 (lima) tahun;

3. 3. NPWP valid;

4. 4. tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP tempat bakal calon yang bersangkutan terdaftar.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Layanan ini diberikan kepada bakal calon kepala daerah terkait persyaratan pemenuhan kewajiban 

perpajakan dalam rangka memenuhi ketentuan dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang 

meliputi : 1. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 2. tanda terima penyampaian Surat 

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Pajak Orang Pribadi (SPT Tahunan PPh WP OP) 

atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak bakal calon menjadi wajib pajak; 

dan 3. tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP tempat bakal calon yang bersangkutan 

terdaftar

2. Pihak yang mengajukan permohonan : Wajib Pajak (Bakal Calon Kepala Daerah).

3. Cara pengajuan : Bakal calon kepala daerah mengajukan permohonan kepada Kepala KPP di mana 

bakal calon kepala daerah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan menyampaikan permohonan dimaksud 

secara langsung melalui Tempat Pelayanan Terpadu.

4. Syarat/kriteria pengajuan permohonan : 1. NPWP valid; 2. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan 

Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Pajak Orang Pribadi (SPT Tahunan PPh WP OP) atas nama 

bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak bakal calon menjadi wajib pajak; 3. tidak 

mempunyai tunggakan pajak dari KPP tempat bakal calon yang bersangkutan terdaftar.

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju

Jalan Urip Sumoharjo No. 46, Karema, Mamuju, Mamuju 91515 (0426) 2324874 

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Mamuju

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 28 Jul 2024 pukul 09:24. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

http://pajak.go.id
https://sippn.menpan.go.id
https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8178887/kantor-wilayah-direktorat-jenderal-pajak-sulawesi-selatan-barat-dan-tenggara/surat-keterangan-pemenuhan-kewajiban-perpajakan-bakal-calon-kepala-daerah


1 Hari kerja

Paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan

diterima oleh KPP.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan, saran, dan masukan layanan

dapat disampaikan melalui :

1. Telepon : 1500200

2. Faksmile : (0271) 6491281

3. Email : pengaduan@pajak.go.id

4. Twitter : @kring_pajak

5. Website : pengaduan.pajak.go.id

6. Chat Pajak : www.pajak.go.id

7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas

atau Unit lainnya
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